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BAB VIII 

BAHAN KIMIA BERBAHAYA 

 

8.1  Dasar Hukum Bahan Kimia Berbahaya 

Menurut Kepmenaker No. 187 tahun 1999 bahan kimia berbahaya adalah bahan kimia dalam bentuk 

tunggal atau campuran yang berdasarkan sifat kimia atau fisika dan atau toksikologi berbahaya 

terhadap tenaga kerja, instalasi dan lingkungan.   

 

Penggunaan bahan kimia berbahaya semakin berkembang bersamaan dengan perkembangan dunia 

industri. Berdasarkan kepmenaker No. 187 tahun 1999 Pengusaha atau pengurus yang 

menggunakan, menyimpan, memakai, memproduksi dan mengangkut bahan kimia berbahaya di 

tempat kerja wajib mengendalikan bahan kimia berbahaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan 

kerja dan penyakit akibat kerja.  

 

Nilai Ambang Kuantitas (NAK) bahan kimia berdasarkan Kepmenaker No. 187 tahun 1999 sebagai 

berikut:  

a. Bahan kimia kriteria beracun : 10 ton  

b. Bahan kimia kriteria sangat beracun : 5 ton  

c. Bahan kimia kriteria reaktif : 50 ton  

d. Bahan kimia kriteria mudah meledak : 10 ton  

e. Bahan kimia kriteria oksidator : 10 ton  

f. Bahan kimia kriteria cairan mudah terbakar : 200 ton  

g. Bahan kimia kriteria cairan sangat mudah terbakar : 100 ton  

h. Bahan kimia kriteria gas mudah terbakar : 50 ton 

 



Perusahaan atau industri yang mempergunakan bahan kimia berbahaya dengan kuantitas melebihi 

Nilai Ambang Kuantitas (NAK) dikategorikan sebagai perusahaan yang mempunyai potensi bahaya 

besar. Perusahaan yang dikategorikan mempunyai potensi bahaya besar wajib :  

a. Mempekerjakan petugas K3 Kimia dengan ketentuan apabila dipekerjakan dengan sistem kerja 

nonshift sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan apabila dipekerjakan dengan sistem kerja shift 

sekurang-kurangnya 5 (lima) orang.  

b. Mempekerjakan Ahli K3 Kimia sekurang-kurangnya 1 (satu) orang;  

c. Membuat dokumen pengendalian potensi bahaya besar;  

d. Melaporkan setiap perubahan nama bahan kimia dan kuantitas bahan kimia proses dan 

modifikasi instalasi yang digunakan;  

e. Melakukan pemeriksaan dan pengujian faktor kimia yang ada di tempat kerja sekurang-

kurangnya 6 (enam) bulan sekali;  

f. Melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi yang ada di tempat kerja sekurang-kurangnya 2 

(dua) tahun sekali;  

g. Melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.   

Perusahaan atau industri yang mempergunakan bahan kimia berbahaya dengan kuantitas sama atau 

lebih kecil dari Nilai Ambang Kuantitas (NAK) dikategorikan sebagai perusahaan yang mempunyai 

potensi bahaya menengah. Perusahaan yang dikategorikan mempunyai potensi bahaya menengah 

wajib :  

a. Mempunyai petugas K3 Kimia dengan ketentuan apabila dipekerjakan dengan sistem kerja 

nonshift sekurang-kurangnya 1 (satu) orang, dan apabila dipekerjakan dengan mempergunakan 

shift sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang;  

b. Membuat dokumen pengendalian potensi bahaya menengah;  

c. Melaporkan setiap perubahan nama bahan kimia dan kuantitas bahan kimia proses dan 

modifikasi instalasi yang digunakan;  

d. Melakukan pemeriksaan dan pengujian faktor kimia yang ada di tempat kerja sekurang-

kurangnya 1 (satu) tahun sekali;  

e. Melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi yang ada di tempat kerja sekurang-kurangnya 3 

(tiga) tahun sekali 

f. Melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun 

sekali 



Ahli K3 Kimia mempunyai kewajiban :  

a. Membantu mengawasi pelaksanaan praturan perundang-undangan K3 bahan kimia berbahaya;  

b. Memberikan laporan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenai hasil pelaksanaan 

tugasnya;  

c. Merahasiakan segala keterangan yang berkaitan dengan rahasia perusahaan atau instansi yang 

didapat karena jabatannya;  

d. Menyusun program kerja pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja;  

e. Melakukan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko;  

f. Mengusulkan pembuatan prosedur kerja aman dan penanggulangan keadaan darurat kepada 

pengusaha atau pengurus. 

 

8.2  Kriteria Bahan Kimia Berbahaya 

Kriteria bahan kimia berbahaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) terdiri dari:  

a. Bahan beracun;  

b. Bahan sangat beracun;  

c. Cairan mudah terbakar;  

d. Cairan sangat mudah terbakar;  

Bahan kimia yang termasuk kriteria cairan mudah terbakar, cairan sangat mudah terbakar dan 

gas mudah terbakar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c, d, dan e, ditetapkan dengan 

memperhatikan sifat kimia dan fisika. 

Sifat fisika dan kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:  

- Cairan mudah terbakar dalam hal titik nyala > 21° C dan < 55° C pada tekanan 1 (satu) 

atmosfir;  

- Cairan sangat mudah terbakar dalam hal titik nyala < 21° C dan titik didih > 20°C pada 

tekanan 1 (satu) atmosfir;  

- Gas mudah terbakar dalam hal titik didih < 20° C pada tekanan 1 (satu) atmosfir 



 

 

e. Gas mudah terbakar;  

 



f. Bahan mudah meledak;  

Bahan kimia ditetapkan termasuk kriteria mudah meledak apabila reaksi kimia bahan tersebut 

menghasilkan gas dalam jumlah dan tekanan yang besar serta suhu yang tinggi, sehingga 

menimbulkan kerusakan disekelilingnya. 

 

g. Bahan reaktif;  

Bahan kimia ditetapkan termasuk kriteria reaktif apabila bahan tersebut :  

- bereaksi dengan air, mengeluarkan panas dan gas yang mudah terbakar, atau  

- bereaksi dengan asam, mengeluarkan panas dan gas yang mudah terbakar atau beracun 

atau korosif. 



 

h. Bahan oksidator. 

Bahan kimia ditetapkan termasuk kriteria oksidator apabila reaksi kimia atau penguraiannya 

menghasilkan oksigen yang dapat menyebabkan kebakaran. 

 

 

 

 



8.3  Identifikasi Bahan Kimia Berbahaya 

 

8.4  Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya 

Pengendalian bahan kimia berbahaya sebagaimana dimaksud pasal 2 meliputi :  

a. penyediaan Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB) dan label;  

b. penunjukan petugas K3 Kimia dan Ahli K3 Kimia. 

Lembar data keselamatan bahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a meliputi keterangan 

tentang :  

a. Identitas bahan dan perusahaan;  

b. Komposisi bahan;  

c. Identifikasi bahaya;  

d. Tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K);  

e. Tindakan penanggulangan kebakaran;  

f. Tindakan mengatasi kebocoran dan tumpahan; 



g. Penyimpanan dan penanganan bahan;  

h. Pengendalian pemajanan dan alat pelindung diri;  

i. Sifat fisika dan kimia;  

j. Stabilitas dan reaktifitas bahan;  

k. Informasi toksikologi; 

l. Informasi ekologi;  

m. Pembuangan limbah;  

n. Pengangkutan bahan;  

o. Informasi peraturan perundang-undangan yang berlaku;  

p. Informasi lain yang diperlukan. 

Label sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a meliputi keterangan mengenai :  

a. Nama produk;  

b. Identifikasi bahaya;  

c. Tanda bahaya dan artinya;  

d. Uraian risiko dan penanggulangannya;  

e. Tindakan pencegahan;  

f. Instruksi dalam hal terkena atau terpapar;  

g. Instruksi kebakaran;  

h. Instruksi tumpahan atau bocoran;  

i. Instruksi pengisian dan penyimpanan;  

j. Referensi;  

k. Nama, alamat dan nomor telepon pabrik pembuat atau distributor. 

 



 

 

 

 



LAMPIRAN MSDS DAN TABEL KUANTITAS BAHAN KIMIA BERBAHAYA 
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